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 ABSTRAK  

 
Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemberian 

fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di pasar modal 

oleh penyidik Polri. Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan 

memiliki peran penting dalam perekonomian, namun juga rentan terhadap 

tindakan yang merugikan, seperti manipulasi informasi material. Tindakan 

memberikan fakta material yang tidak benar dalam transaksi saham dapat 

menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan mengganggu 

stabilitas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan 

tanggung jawab penyidik Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku 

yang memberikan informasi yang menyesatkan tersebut. Melalui pendekatan 

yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi kendala 

yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan memberikan rekomendasi 

untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus semacam ini di masa 

mendatang. 

This study discusses law enforcement against the provision of incorrect 

material facts in stock buying and selling transactions in the capital market by 

Police investigators. Capital markets as part of the financial system have an 

important role in the economy, but they are also vulnerable to adverse actions, 

such as the manipulation of material information. The act of providing 

incorrect material facts in stock transactions can cause significant losses for 

investors and disrupt the stability of the capital market. This study aims to 

analyze the role and responsibility of National Police investigators in 

enforcing the law against perpetrators who provide misleading information. 

Through a normative juridical approach and case analysis, this study identifies 

the obstacles faced in the law enforcement process and provides 

recommendations to improve the effectiveness of handling these kinds of 

cases in the future. 

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA . 

This is an open access article under the CC BY-SA license. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam konteks pasar modal dan transaksi jual beli saham, konsep "fakta material" merujuk pada 

informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi atau nilai suatu saham (Wisnuputra, 2024). 

Fakta material adalah informasi yang dianggap signifikan karena, jika diketahui oleh investor, dapat 

memengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau menjual saham (Yusuf & Purwaningsih, 2022). Contoh 

fakta material meliputi laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan perubahan besar dalam laba, 

pengumuman akuisisi atau merger, masalah hukum yang signifikan, atau perubahan besar dalam manajemen 

perusahaan (Zaluku, 2024). Informasi tersebut harus diungkapkan secara transparan dan tepat waktu kepada 

publik untuk memastikan pasar berfungsi secara adil dan efisien. Keterbukaan informasi ini merupakan bagian 

dari prinsip transparansi dalam pasar modal yang bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas 

pasar (Nianzah et al., 2024). 
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Fakta material yang benar sangat penting dalam menjaga transparansi dan integritas pasar modal 

karena informasi yang akurat dan jujur merupakan dasar bagi keputusan investasi yang rasional. Ketika 

perusahaan mengungkapkan fakta material secara tepat waktu dan benar, investor dapat membuat keputusan 

berdasarkan informasi yang lengkap, sehingga mengurangi risiko misinformasi dan manipulasi pasar. 

Kebenaran informasi ini membantu memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap 

data penting, mencegah praktik tidak adil seperti insider trading dan manipulasi pasar (HADI, n.d.). Dengan 

demikian, transparansi yang dijaga melalui pengungkapan fakta material yang benar memperkuat kepercayaan 

investor dan integritas pasar, serta mendukung efisiensi pasar modal secara keseluruhan. 

Dampak negatif dari pemberian fakta material yang tidak benar sangat luas dan merugikan. Pertama, 

bagi pasar modal, tindakan ini mengganggu efisiensi pasar dan mengaburkan sinyal harga yang akurat, 

sehingga menghambat alokasi sumber daya yang optimal. Investor yang terpengaruh oleh informasi yang tidak 

akurat mungkin mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dapat mengurangi minat mereka untuk 

berinvestasi di pasar. Selain itu, reputasi pasar modal sebagai lingkungan investasi yang aman dan transparan 

bisa rusak, yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik dan investor institusi. Kerusakan reputasi ini 

dapat mengakibatkan penurunan likuiditas pasar dan meningkatnya biaya modal bagi perusahaan, yang pada 

akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan. 

Perlindungan terhadap pemegang saham atau investor menjadi salah satu alasan utama lahirnya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Irfansyah, 2023). Undang-Undang Pasar 

Modal di Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pasar 

modal, termasuk penawaran umum, perdagangan efek, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta 

perlindungan investor (Rachmadini, 2020). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang 

efisien, transparan, dan terpercaya, sehingga dapat menjadi sarana pengumpulan dana yang efektif bagi 

perusahaan serta memberikan peluang investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Dengan 

adanya undang-undang ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pasar 

modal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga dapat 

menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti manipulasi pasar atau insider trading. 

Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan aturan yang ketat mengenai proses penawaran 

umum, kewajiban pelaporan emiten, serta hak-hak dan kewajiban investor (Al-Bahrayn & Zulfiani, n.d.). Ini 

bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal 

(Wisnuputra, 2024). Secara keseluruhan, undang-undang pasar modal merupakan fondasi hukum yang penting 

untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia (Gelbert et al., 2024). 

Kejahatan di pasar modal mencakup berbagai tindakan ilegal yang merusak integritas dan transparansi 

pasar keuangan (Santoso et al., 2024). Beberapa jenis kejahatan ini termasuk penipuan (fraud), manipulasi 

pasar (market manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading) (Ratu, 2019). Penipuan di pasar 

modal melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, 

sementara manipulasi pasar melibatkan upaya untuk memanipulasi harga saham atau instrumen keuangan 

lainnya untuk keuntungan tidak sah (JERI, 2024). Perdagangan orang dalam terjadi ketika seseorang dengan 

akses ke informasi material yang tidak dipublikasikan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan 

transaksi sebelum informasi tersebut diumumkan ke publik. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan 

investor individual tetapi juga dapat merusak kepercayaan umum terhadap pasar modal, yang pada gilirannya 

dapat mengganggu kestabilan pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan 

tepat kepada pemegang saham serta publik mengenai kinerja keuangan, kewajiban, kepemilikan, dan isu 

corporate governance (Wulandari, 2019). Mengenai informasi atau fakta material, Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: 

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada 

bursa efek dana tau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi 

atau fakta tersebut”. 

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran di pasar modal sangat penting untuk memastikan 

keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar (Murtadho, 

2024). Ketika pelanggaran seperti pemberian fakta material yang tidak benar diusut dan dihukum dengan tegas, 

hal ini menunjukkan bahwa pasar modal berkomitmen pada prinsip transparansi dan integritas, serta 

memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa tindakan curang tidak akan ditoleransi. Kegagalan dalam 

penegakan hukum dapat mengakibatkan erosi kepercayaan investor, menurunnya minat investasi, dan merusak 

stabilitas pasar secara keseluruhan. Konsekuensi dari kegagalan ini bisa mencakup penurunan likuiditas pasar, 

meningkatnya biaya modal bagi perusahaan, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Setyowati 

& Sari, 2019). Jika pasar tidak dapat menjamin keadilan dan transparansi, maka potensi investor akan tergerus, 

dan efektivitas pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terganggu, yang akhirnya 

merugikan perekonomian secara luas. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggapi laporan mengenai pemberian fakta material yang 

tidak benar dalam transaksi pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami langkah-

langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengubah laporan tersebut menjadi tindakan pelanggaran hukum. 

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis untuk dasar penanganan perkara oleh 

kepolisian, serta manfaat praktis bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman tentang peraturan dan 

perkembangan pasar modal, bagi investor dalam menambah wawasan dan opsi hukum, serta bagi dinas terkait 

sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah di pasar modal. 

 

 

METODE  

 Metode yang diterapkan dalam studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis hasil penyidikan atas laporan polisi dan 

Putusan Pengadilan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL. Data yang dikumpulkan adalah bahan hukum 

primer, termasuk peraturan perundang-undangan terkait Kepolisian dan Pasar Modal, seperti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode yuridis normatif melalui studi lapangan, studi kepustakaan, 

dan wawancara dengan informan terkait tersangka dan korban. Penelitian ini dilakukan di Bareskrim Polri dan 

Pengadilan Jakarta Selatan. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data, 

mengaitkannya dengan teori dan konsep, serta menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian 

ini. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal 

Kebijakan hukum dalam kegiatan pasar modal merupakan salah satu pilar utama yang mendukung 

kestabilan dan integritas pasar keuangan. Dalam konteks pasar modal, kebijakan hukum mencakup berbagai 

peraturan dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas jual beli saham, obligasi, dan 

instrumen keuangan lainnya berlangsung dengan adil dan transparan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi 

investor, mencegah praktik-praktik curang, dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien. Dengan 

adanya kerangka hukum yang jelas, pasar modal dapat menawarkan lingkungan investasi yang aman, yang 

penting bagi kepercayaan investor dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. 

Sebagai bagian dari kebijakan hukum, regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

memiliki wewenang untuk menetapkan aturan yang mengatur perilaku pelaku pasar, termasuk perusahaan 

publik, manajer investasi, dan pialang saham. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban 

pengungkapan informasi (disclosure requirements) hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti 

manipulasi pasar dan insider trading. Kebijakan hukum yang efektif tidak hanya mengatur bagaimana pasar 

modal harus beroperasi tetapi juga memberikan mekanisme untuk menangani pelanggaran hukum, termasuk 

sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar. 

Salah satu pilar utama dari kebijakan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal, yang menjadi dasar hukum untuk semua aktivitas dan regulasi di pasar modal. Undang-undang 

ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk penerbitan efek, perdagangan efek, profesi dan lembaga 

penunjang pasar modal, serta ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan investor. Sejak 

tahun 2013, pengawasan transaksi di pasar modal dikendalikan oleh OJK, berdasarkan mandat yang 

diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Sebagai 

lembaga pengawas yang independen dan kredibel, OJK berperan dalam memastikan integritas dan stabilitas 

pasar modal. OJK bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan melindungi kepentingan investor serta menjaga 

kepercayaan publik terhadap pasar modal. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparan dari OJK, 

industri keuangan yang memanfaatkan instrumen pasar modal dapat berkembang secara optimal, menciptakan 

lingkungan investasi yang sehat dan kondusif. Diharapkan, hal ini akan memperkuat perekonomian nasional 

dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan 

kebijakan terkait pasar modal. Sementara itu, Bapepam bertugas mengatur, membina, dan mengawasi pasar 

modal secara rutin. Bapepam memiliki wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan pasar modal, 

memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada pelaku pasar modal, serta menangani pendaftaran untuk 
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penawaran umum. Selain itu, Bapepam juga berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk 

menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan di pasar modal. 

Selain kewenangan tersebut, Bapepam juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 

aktivitas di pasar modal dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Hal ini mencakup kewenangan untuk 

menetapkan standar pelaporan yang harus dipatuhi oleh semua pelaku pasar, serta melakukan audit dan 

evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam melaksanakan 

pengawasan, Bapepam harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan responsif terhadap perubahan 

dinamika pasar, serta berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan praktik terbaik internasional. Dengan 

demikian, Bapepam berperan penting dalam menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari 

praktik yang merugikan atau tidak etis. 

Untuk menangani masalah kualitas penegakan hukum di BEI, Bapepam telah mengembangkan alat 

hukum yang disebut civil remedy, sebagaimana diatur dalam dokumen rencana pasar modal Indonesia untuk 

periode 2005-2009. Inti dari instrumen ini adalah memberikan sanksi kepada pelanggar Undang-Undang Pasar 

Modal (UUPM) dengan mewajibkan mereka membayar kompensasi penuh kepada pihak yang dirugikan. 

Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada sistem pidana dan telah diterima secara luas di berbagai negara 

sebagai metode yang efektif untuk memberikan efek jera. 

Kebijakan dan instrumen hukum yang diterapkan oleh Bapepam, termasuk civil remedy, berfungsi 

sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan pelanggar hukum tidak hanya dikenai sanksi pidana, tetapi juga 

bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang mereka timbulkan kepada investor. Ini menciptakan 

insentif tambahan bagi pelaku pasar untuk mematuhi peraturan dan menghindari praktik yang merugikan. 

Adopsi civil remedy ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor dan mendorong 

integritas pasar dengan cara yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang. 

Namun, meskipun civil remedy menawarkan solusi yang lebih langsung dalam hal kompensasi 

kerugian, keberhasilan implementasinya tergantung pada efektifitas pengawasan dan penegakan hukum yang 

konsisten. Bapepam perlu memastikan bahwa mekanisme ini diterapkan secara adil dan transparan, dengan 

proses yang jelas untuk mengajukan klaim dan menilai kerugian. Selain itu, integrasi dengan standar 

internasional, melalui keanggotaan dalam IOSCO, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan 

regulasi pasar modal dengan praktik terbaik global. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki sistem 

hukum domestik tetapi juga meningkatkan reputasi pasar modal Indonesia di kancah internasional. 

Dengan demikian, potensi besar pasar Indonesia yang luas dapat lebih optimal digarap. Demutualisasi 

berarti bursa efek Indonesia akan dapat menawarkan efeknya sendiri, sehingga memudahkan pencarian dana 

untuk proyek-proyek pengembangan pasar modal. Ini memberikan bursa fleksibilitas dan sumber daya 

tambahan yang diperlukan untuk tumbuh dan bersaing di kancah internasional.   

Selain itu, berbagai peraturan perlu diperhatikan karena sering kali kurang komprehensif. Contohnya 

adalah pengaturan mengenai larangan insider trading, yang tidak melarang transaksi dilakukan kapan pun 

setelah pengumuman, sehingga memberi peluang bagi pelaku pelanggaran untuk memanfaatkan celah tersebut. 

Kesimpulannya, penegakan hukum di pasar modal belum efektif karena kekurangan dalam peraturan, 

komitmen, dan koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk 

menciptakan pasar modal yang teratur, transparan, dan dihormati oleh semua pihak terkait. Investor perlu 

merasa aman dan yakin bahwa dana yang mereka investasikan dilindungi dari praktik-praktik curang dan 

manipulasi pasar. 

Penegakan hukum yang kuat membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga terkait, termasuk otoritas 

pasar modal, lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan. OJK harus memiliki independensi dan 

kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi. Selain itu, pengawasan yang ketat dan 

sistem sanksi yang tegas diperlukan untuk menindak pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku.  

Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal 

Hukum Pidana Materiil berfungsi untuk menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi 

pidana bagi pelanggar, menentukan kapan dan dalam kondisi apa pidana dapat dikenakan, serta menjelaskan 

cara pelaksanaan pidana dalam kasus kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana di pasar modal memiliki 

karakteristik khusus, di antaranya adalah bahwa objek dari tindak pidana tersebut adalah informasi, bukan 

barang fisik, dan pelaku tidak hanya bergantung pada fisik tetapi juga pada kemampuannya dalam membaca 

situasi pasar dan memanfaatkannya secara maksimal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (UUPM), Pasal 1 angka (13), menyebutkan: 

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menetapkan berbagai jenis 

tindak pidana dalam pasar modal, termasuk penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), dan 
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perdagangan orang dalam (insider trading). Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 99 

UUPM. 

Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal 

Tanggung jawab pelaku pasar modal di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai 

peraturan, terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta peraturan 

pelaksananya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku pasar modal, termasuk emiten, 

perusahaan efek, dan manajer investasi, diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan yang menjamin 

transparansi, keadilan, dan efisiensi pasar. Emiten, misalnya, harus mengungkapkan informasi material secara 

benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik untuk mencegah asimetri informasi. Perusahaan efek memiliki 

kewajiban kepatuhan, termasuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan menghindari konflik kepentingan. 

Selain itu, manajer investasi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam 

mengelola dana nasabahnya. Pelaku pasar juga dilarang melakukan praktik-praktik manipulasi pasar dan 

insider trading yang dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar. Dengan demikian, kerangka 

regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar bertindak secara etis dan profesional, 

sehingga dapat menjaga kepercayaan investor dan mendukung perkembangan pasar modal yang sehat dan 

berkelanjutan. 

Selain itu, pelaku pasar modal harus menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti insider 

trading dan manipulasi pasar. Pasal 95 dan 96 UUPM melarang perusahaan efek dan individu dengan akses ke 

informasi material non-publik untuk menggunakan informasi tersebut demi keuntungan pribadi, dan Pasal 91 

hingga 92 melarang tindakan yang dapat mempengaruhi harga efek secara tidak wajar. Transparansi informasi 

atau full disclosure adalah upaya untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses yang setara 

terhadap informasi yang relevan guna membuat keputusan keputusan investasi yang tepat dan mencegahnya 

asimetri informasi yang dapat menguntungkan salah satupihak tertentu. Regulasi tambahan dari OJK, seperti 

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi 

Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, juga menekankan pada perlunya transparansi dan 

pengungkapan informasi dalam berbagai transaksi pasar modal. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga 

kepercayaan investor dengan memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan adil dan efisien. Pelaku pasar 

modal juga bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, menghindari konflik 

kepentingan, dan bertindak dalam kepentingan terbaik dari pemegang saham dan nasabah mereka. Misalnya, 

perusahaan efek wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan Pasal 36 hingga 48 UUPM. 

Selain itu, manajer investasi memiliki kewajiban fidusia untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab dalam mengelola dana investasi kliennya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPM. 

Selain manajer investasi, Emiten merupakan entitas pasar modal yang sering dijumpai. Tanggung 

jawab emiten dalam pasar modal berdasarkan UUPM meliputi beberapa aspek yang penting untuk memastikan 

bahwa emiten bertindak secara transparan dan bertanggung jawab terhadap para pemegang saham dan pasar 

modal secara umum. Hal ini mencakup laporan keuangan tahunan, laporan triwulanan, dan informasi material 

lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham. 

Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan Pasar Modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 

.Menurut Undang-Undang Pasar Modal maka yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan 

kepda investor adalah Bapepam sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pasar Modal. 

Melalui kewenangan yang ada pada pasal 5, maka dapat disimpulkan bahwa Bapepam dapat memberikan 

perlindungan secara preventif dan represif. Secara preventif Bapepam memiliki kewenangan untuk 

memberikan perizinan serta membuat atau menetapkan regulasi-regulasi yang berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan dalam praktek pasar modal di Indonesia. Kewenangan Bapepam dalam membuat regulasi 

merupakan kewenangan dari bapepam untuk membuat beberapa aturan-aturan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan aktivitas di pasar modal di Indonesia untuk melindungi kepentingan semua pihak yang berdada 

dalam ruang lingkup pasar modal itu sendiri. Dalam upaya perlindungan investor secara represif maka 

berdasarkan UUPM yang menimbulkan kerugian maka menurut pasal 101 ayat (1) Bapepam memiliki 

wewenang untuk memutuskan kapan penyidikan dimulai. Pejabat tertentu di Bapepam juga diberikan hak 

khusus sebagai penyidik untuk menjalankan penyidikan. Dalam menetapkan awal penyidikan, Bapepam 

berwenang untuk mempertimbangkan dampak dari pelanggaran yang terjadi dan memutuskan apakah kasus 

tersebut layak diteruskan ke tahap penyidikan. Bapepam juga harus menilai apakah penyidikan tersebut 

mungkin mengganggu kegiatan penawaran atau perdagangan efek secara keseluruhan. 
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Sejalan dengan kewenangan penyidikan, maka Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan terkati pelanggaran ketentuan dalam UU pasar modal yang diatur pada pasal 100 UUPM, yaitu 

sebagai berikut : 

(1) “Bapepam berhak melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat 

dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. 

(2) Untuk melaksanakan pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1), Bapepam memiliki wewenang untuk: 

a. meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam 

pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dari pihak lain jika 

dianggap perlu; 

b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang 

ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan atau menghentikan kegiatan tertentu; 

c. memeriksa dan/atau membuat salinan dari catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik yang 

dimiliki oleh pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran undang-undang ini dan/atau peraturan 

pelaksanaannya maupun oleh pihak lain jika dianggap perlu; dan/atau 

d. menetapkan syarat dan/atau memberikan izin kepada pihak yang diduga melakukan atau terlibat 

dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk mengambil 

tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan kerugian yang timbul. 

(3) Tata cara pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan 

Pemerintah. 

(4) Setiap pegawai Bapepam yang ditugaskan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan 

pemeriksaan dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan undang-

undang ini untuk kepentingan pribadi atau kepada pihak lain, kecuali jika diperlukan untuk mencapai 

tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lain.” 

Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk  Mengatasi Pelanggaran dan 

Kejahatan di Pasar Modal 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP pengertian Penyidik adalah sebagai berikut: 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan” 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud 

“penyidikan adalah merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk   mengumpulkan 

bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas 

tindakan tersebut. Penyidik di sisi lain, adalah petugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau pejabat 

yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan proses penyidikan.” 

Berdasarkan isi dari pasal 49 UU OJK serta isi dari pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP maka peran utama 

kepolisian RI dalam menangani perkara di bidang pasar modal menjadi penyidik namun berdasarkan UU P2SK 

maka kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan ini kemudian dicabut. Hal ini berdasarkan isi dari 

pasal 49 ayat (5) UU OJK: 

“Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas 

Jasa Keuangan.” 

Berdasarkan pasal tersebut maka OJK merupakan satu-satunya lembaga yang berkewenangan untuk 

melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan. Hal ini kemudian menjadi problematika pada 

prakteknya dikarenakan banyaknya jumlah kejahatan dibidan sektor jasa keuangan yang mengakibatkan 

terhambatnya proses penanganan kasus-kasus tertentu yang kemudian mengakibatkan para penyidik OJK ini 

kewalahan.Oleh sebab itu pasal tersebut kemudian diubah oleh putusan MK Nomor 59/PUU- XXI/2023. 

Dalam putusan MK tersebut, hakim menyatakan bahwa frasa yang menyebutkan "hanya dapat dilakukan oleh 

penyidik otoritas jasa keuangan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika 

tidak dimaknai sebagai "dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan". Oleh karena itu, Polri dapat 

kembali melakukan tindakan penyidikan terkait kejahatan di pasar modal. 

 

 

KESIMPULAN  

Penegakan hukum di pasar modal Indonesia dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan 

represif. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk menangani dan mencegah kejahatan di pasar modal 

serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar, baik berupa sanksi 

administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya 

untuk mengatasi pelanggaran, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi penegakan hukum yang 

efektif, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum. 

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya perbaikan dalam prosedur investigasi dan penegakan hukum, 
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serta peningkatan kolaborasi antara lembaga pengawas pasar modal dan aparat penegak hukum. Penegakan 

hukum yang konsisten dan adil akan memperkuat kepercayaan investor dan mendukung keberlanjutan pasar 

modal, sekaligus mencegah kerugian yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat. 
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